
BI'PAIT PARIGI UOUNOilG
PROVII|SI SUI.,AWESI TEI|GAII

PERATI'RAIT DAERAE TABI'PATEI| PAruGI UOUTT'I{GrofoR 7 TAEITI| 2016

TEXITAIIO

DAr rI'UI,E

Menimbang

Mengingat

DEITCIIIT RAIIUAT TT'EAIY YIIITG UAEA ESA

BI'PATI PARIGI MOIITO.I{C,
: a. bahwa setiap orang. berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapati<an lingkungan hidup yang

baik dan sehat, yang merupakan kebutu"han aasa, manusia]
sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia

. seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan pioduktif;b. bahwa tingginya angka urbanisasi dan perkembangan
pembangunan daerah yang kurang memperhatilian
keseimbangan bagr lepentingrr, -""y"r"L"t berpinghasilanrendah mengakibatkan kesulitan 

- 
masyaralat untuk

memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;c. bahwa peningkatan kualitas perumahai dan permukiman
merupakan prograrn pemerintah Daerah l{abuiaten parigi
Moutong dalam rangka penyediaan rumah layai huni d;terjangkau bagi masyarakat sekaligus menyelenggarakan
pencegalran kekumuhan terhadap perumaharr danpermulcimal masyarakat berdasarkan prinsip lingkungen
sehat dan bersih;

d. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
mengenai pencegaharr dan peningkatan kuafi-tas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Daerah;

e. ba-hwa berdasarkan pertimbangan sgfoagairnsls dirnerksud
dalan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan Dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan permukiman
Kumuh;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 23,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
4185):

3. Undang Nomor I Tahun 201 1 tentang perumahan Dan
Kawasan Permukiman (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan l-mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);
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Undang-Undang Nonor 23 Tatrun 2014 tcntang penerintatran
Darreh (Lcobenn Ncgara Ropublik lrdolresia Tehun 2Ol4
Nomor 244, Tambahrn Lcmbaran Negara Republik Indonesla
Nomor 5587) scbagaimana tclah diubab teralrhir dcngan
Undang-Undang Nonor 9 Tahun 2O lStentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (I.enbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
tndonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemcrintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemmahan Dan Kawasan Permukiman
(Lenbaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1O I ,
Tambahan kobaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
Pcraturan Menteri Pelrerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor :O2lPKtlMl2Ol6 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
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BAB I
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Drrd I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimeksud derrgan :

l. Pemerintah Rrsat adalah Presiden Repubtk Indonesia yang memegang kekuasaan
penerintaban negara Rcpublik Indonesia 5rang dibantu oleh Wakil Pneaiden dan
mcoteri sebagaimana rlirnekeud dalan Undang-Undang DasarNegara Republik
Indonegia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
4. Daerah adalah Daeral Ikbupaten Parigi Moutong.
5. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otomom.

6. Pemerintahan Dacrah adalah adalah p€nyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan devran perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalan sistem dan
prinsip Negara l(csatuan Rcpublik Indonesia sebqgairnana dimaksud dala'n
Undang-Undang DaearNegara Republik Indoneaia Tahun 1945.

7. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
8. Peranglat Daerah adabfr unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang bcrfirngei scbagai tempat tinggal yang layak

huni, sarana pcobinaan keluarga, cetminan harkat dan martaUat pengtruninya,
serta asct bagi p€miliknys-

f 0. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukinan, baik
maupun p€rdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sanana, dan

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang l,ayak huni.
l l. Permukiman adalah bagian dari linglungan hunian yang terdiri atas lebih dari

satu satuan perunalan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umun, serta
pcnunjang kegatan fungpi lain di kawasan p€rkotaan atau kawasan

perdesaan,
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c.
d.
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f.
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l2.Unglornsan hunian adalah bagian dari kawasan permukirnan yang terdiri atas
lebih dari satu satuan pcr@ukimeJr.

lS,Kawaean p€roukiman adnbh b€girn dari linglungan hidup di luer kaweeen
linduag, baik bcrupa kawaran pcrkotaan maupun pcrdcaaan, yang bcrfungri
sebagai linglungan t€mpat tinggat atau lingkungan hunian dan tempat kcdatan
yang mendukung perikehidupan dan pcnglridupan.

14. Perumahan kumuh adalah penrmahan yang men{alami penurunan kuafitas funggi
sebagai tenpat hunian.

15, Permukiman kumuh adalatr permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tinglat kepadatan bangunan yang tinggi, dffi kualitas
bangunan serta sarana dan prasafana yang tidak memenuhi syarat.

f 6. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan
berkembangnya p€runahan kumuh drn permukiman kumuh baru.

17. Peningkatan kualitas odelah upaya uatuk meningkatkan kualitas bangunan serta
prasafana, sarana, r{an utilitas umum.

l8.Masyarakat Berp€oghasilan Rcodah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah
yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat

Penerintah dan/atau Femerintah Daerah untuk memperoleh rumah.
19. Prasarana adalah kelengkapan dassr fisik lingkungan hunian yang memenuhi

standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, annan, dan
nyaman.

20. Sarana adafah fasilitas dalam linglungan hunian yang berfirngsi untuk
m€odukung penJrelcnggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan
ekonomi.

21. Utilitas umum adalatr kelengkapan penunjang untuk pelayanan linglungan
hunian.

22.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah
yang diberikan ol€b Pcmerintah Dacrah kcpada pernilik gedung untuk
m€mbangun baru, mengubah, memlrcrluas, mengurangi, darf/atau merawat

gedung eesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan t€knis
yang bedaku.

23. Pelaku pcmbangunan adalah s€tiap orang atau Badan dan/atau
Pemerintah/Penerintah Daerah yang melakukan perumahan dan
p€rmukiman.

24. Setiap orang adalah orang pers€orangan atau badan hukum.
2s.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh q/arga negara Indonesia

yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan
p€rmukiman.

26.Badan Usaha Milik Ncgara" yang selanjutnya disingkat BUMN adalatr badan usaha
yang sclunrh atau ecbagianbcsar modalnya rlirnilild oleh Negara-

27.tudan, Usaha Milik Dacrah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha
yang scluruh atau scbagianbesar modatrya dimiliLi oleh Dacrah.

28. Kelompok stradaya masyarakat adalatr kumpulan orang yang menyatukan diri
secara sukarela dala"' kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu
adanya visi, kepentingan, darr kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut
merniliki kesamaan tr{iuan yang ingin dicapai berrana.

29. Partisipasi nasyamkat adalah peran s€rta vnrga untuk merryalurkan
aspirasi, p€rnildm, dan kepcntingannya datam pcnyelenggaraan
PcncrintahanDacrah.

BAB II
RI'ATCI.IXGK'P

nrrd2
Ruang lingkup Peraturan Daeratr ini meliputi :
a. kriteria dan tipologi pcrumahan kunuh dan permukiman kurnuh;
b. pencegghan terh€dap tumbuh dan berkembangnya p€rumahan kumuh dan

kumuh baru;
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
penyediaan tanah;
pendanaan dan sistem pembiayaan;
tugae dan kewqiiban Pernerintah Daerah; dan
pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
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(1) Iftiteria perumahan kumuh dan permukinan kumuh merupakatr kriteria yarrg

digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan
permukiman.

(2) Kriteria perunahan kumuh dan permulomnn kumuh sebagaimana rtirneksud pada
ayat (1) meliputi lcriteria kekumuhan ditinjau dari:
a. bangunan gedung;
b. jalan lingftungan;
c. penyediaan air minun;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan afu lirnlsh;
f. pengelolaan persampahan;
g. proteksi kebakaran; dan
h. ketersediaan rueng terbuka hijau.

Prragnf I
Krlterle Kctunuhtt Dttl4Jeu darl Bangunaa Godung

Parsl 4
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagairnana di'nalssd datarn

Pasal 3 ayat l2l huruf a mencakup:
a. ketidakteraturan bangunan;
b. tingkat kepadatan bangunan yans tingg yang tidak sesuai dengan ketentuarr

rencana tata ruang; dan/atau
c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(2) Ketidalderaturan bangunan sebagainana dirnaksud pada ayat (1) huruf a
merupakrn kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
a. tidak memenuhi ketcntuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang

(RDIR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tanpilan
bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan d^an tata kualitas lingkungan dalam
RencaDa Tata Bangunan dan Lingkungan (RfBq, paling sedikit pengaturan
blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi Lantai, konsep
identitas lingkungan, koneep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Ttngkat yang tinsg yang tidak sesuai dengan ketentuan
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kondiei bangunan gedung pada perumaharr dan permukiman dengan:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuar RDTR, dan/atau

RIBL; dan/atau
b. Koefsien Iantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR,

dan/atau RTtsL.
(a) K-ualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimsrts dim..ksud pada ayat

(1) huruf c mertrpakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan
permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

(5) P-ersyaratan teknis bangunan gedung selqgai'nana rrimaksud pada ayat (4) terdiri
dari:

pengendalian demFak lingkungan;
pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum;
keselamatan bangunan gedung;
kesehatan bangunan gedung;

e. ken5ramanan gedung; dan
f. kemudqhan bangunan gedung.

a.
b.

c.
d.
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Dalem hal bangunan gdung belum atau tidak memiliki IMB dan persetujuan
mendirikan bangunan untuk jangka walrhr seEentara, penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan
pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
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(f ) IGiteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud ddam

Pasal 3 ayat l2l huruf b mencakup:
a. jaringan jalan linglungan tidak melayani seluruh lingkungal perumahan atau

permukinan; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau
permukinan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a mempakan kondisi
sebagian ling!:ungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan
lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan linglungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b merupakgn kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi
kerusakan permukaan jalan.

Paragnf 3
Krlter:le gslqa''hon Dltlqfeu darl Polyedlaan Alr UbuD

Pa.al 7
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagai"'ana dirnaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mencakup:
a. ketidalrte.rsediaan akses aman air minum; dan/atau
b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang

berLaku.
(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum s€bageirn6ls dimaksud pada ayat (l)

huruf a merupakan kondisi dirnana masyarakat tidak dapat mengakses air minum
yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum
masyarakat dalarn lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai
minimd sebanyak 6O (ena'n puluh) liter/orang/hari.

Paragraf a
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Prrd 8
(l) IGiteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dirnsksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mencakup :
a. drainase lingkungan tidFk mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga

merrimbulkan genangan;
b. ketidaktersediaan drainase;
c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
d. tidak terjadi akumulasi timbah padat dan cair di dalamnya;

dan/atau
e. kualitas konstruksi drainase linglungan buruk.

(2) Drainase ringkungan tidak marnpu mengalirkan rirnFasan air hujansehingga
PenlnPYlkan geP{tgan sebag imarra dirnakssd pada ayat (l) huruf a-merup.f.rrt
k9ndi1 di mana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalfukan rirnpas.an
air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 3b cm (tiga puruh
sentineter) selama lebih dari 2 (dua) ia'" dan terjadi lebih dari 2 1dual uri
setahun.



(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana .limaksud pada ayat (f) huruf b
merupakaq kondisi di mana saluran tersier dan/ atau saluran lokal tidak tersedia.

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dirnsftssd pada
ayat (U huruf c merupakan kondisi di mana ealuran lokal tidak terhubung dengan
saluran pada hierarki di atasrrya schingga menyebabkan ah tidak dapat mengalir
dan menimbulkan getrangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi di mana
pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa :

a. pemeliharaan rutin; dan/atau
b. pemeliharaan berkala.

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e merupakan kondisi di mana kualitas konstruksi drainase buruk,
karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi
kerusakan.

Paragrf 5
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Prral 9
(f) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) hurufe mencakup :

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar tebds yang berlaku
sebegairn4la dirnsksqd pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana
pengelolaan afu linbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak
as'''iliLi sistcm yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung
dengan tangki septik baik sccara individual/domestik, komunal maupun terPusat.

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimsksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan
sarana pengelolaan air linbah pada perumahan atau permukiman di mana :

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengoLahan limbah setempat atau terpusat.

nrngnf 6
trrltorL lltrnuhll Dltlqfru drrl Polgololaaa Penanpahaa

Peral 10
(1) IGiteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana

rtitnaksud rlalern pasal 3 ayat (2) huruf f mencakup :

a, prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan tekrlis;
b. sistem pengelolaan persa'npahan tidak memenuhi persyaratan tekrris;

dan/atau
c. tidak te4rliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persa'npahan sehingga

terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sanpah, baik sumber air bersih,
tanab maupun jaringan drainase.

(2) Prasarana dan sarana persa'npahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana
prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau
permukiman tidak memadai sebagai berikut :

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah
umgga;

b. Tenpat PengunFulan Sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recyclel pada
skala lingfungan;

c. gerobak sampah dan /atau truk sanpah pada skala lingkungan; dan
d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

a



t3t ll,P ry"gelo.Iaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimanacumar(aud pecta ayat (f) huruf b merupakan kondisi di mana penielolaanpcrsampahan pada lingkungan peruaahan atau pennukiman tidak me-menunipersyaratan sebagai berikut :
a. pewadahan dan pemilahan domestik:
b. pengumpulan fingkungan;
c. pengangkutan linglungan; dan
d. pengolahan lingkungan.

(4) Tig+ terpeliharanya sarana. ,dan prasarana pengelolaan persernpahan
:"Hlcg" terjadi pencemaran lingkungan 

-setitat 
oleh sa:niah, uait sumter airbersih, tanah maupun- jaringan drainase sebagaimana aimarcua pada ayat (l)huruf 9 merupakan kondisi di mana p"-"Iih*.* sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan tidak dilaksanatan Uait berupa :a. pemeliharaan rutin; dan/atau
b. pemeliharaan berkala.

Krtterta rshnuhea ffi"t protchrt Kcba}aran

(l) Kriteria kekumuhan dirinjau a*H"* kebakaran sebagaimana rrirngks'd
dala'n Pasal 3 ayat (21huruf g mencakup ketidalctersediaan :a. prasarana proteksi kebakaran; dan/ataub. sarana proteksi kebakaran.

(2) K-etidalrte-rsediaan prasarana proteksi kebakaran selageirnan6 dimaksud pada ayat
!t)- tryrur a merupakan kondisi di mana tidak te;dianya pr""*"oi proteksi
kebalaran yang meliputi :
a. pasokan air dad sumber alnm maupun buatal;
b. j.F linglungan yang memudahkan masuk Leluarnya kendaraan pemadqrn

kebakaran:
c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada

tnstansi pemadarn kebakaran; dan

^ d_. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
(3) Ketidalaersediaan sarana proteksi kebakaran ibagiirnana aimaksud pada ayat (r)

lrl''{ b merupakan kondisi di mana tidak tirsedianya pr"*r"rr" proteksi
kebakaran yang meliputi:

Alat Pemadern Api Ringan (APAR);
mobil pompa;
mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
peralatan pendukung lainnya.

noihn f,slug
Tfpobd Pcnrnehrrr Bumuh dea pernuHmaa Bumuh

(1) Tipologi perumahan kumuh d* n"mll kumuh merupakan pengelompokan
perumahan kumuh dan permukirnan kumuh berdasarkan letak tofasi secara
geogratrs.

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebqgairnana dimaksua ,ra.ayat {l), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh :a. di atas air;
b. di tepi air;
c. di dataran:
d. di perbukitan; dan
e. di daerah rawan bencana.

(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana rrinaksud padaayat (2) disesuaikan dengan kondiei spesifik di Daerah.
(a) Tipologi perumahan tumun aan per.r.-iur.i-611 kumuh sebagaimana d.imaksud padaayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan daram rencana a6;*.g.(5) Dalam hal rencana tata ruang ti{ak' mengalokasikan keberadaan tpologiperumahan kumuh dan permuki"'an kumuh "!p.e.i'"r" Ji-rl""a p"al .y"t(2), keberadaannya harus dipindahkan pada lokasr yang sesuar.

a.
b.
c.
d.
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PrCcr f,crstu
Umum

Prrd 13
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangrya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui :

a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Bsgh! fsdur
Pengaweran dll Pcngendollan

Paregnf I
Unun

Pa.rl 14
(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a

dilakukan atas kesesuaian terhadap :

a. perizinan;
b. standar telcris: dan
c. kelaikal fungsi.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada:
a. tahap p€rencanaan;
b. tahap pembangunan; dan
c. tatrap penanfaatan

Paregrsf 2
Bontut Pcagrwerea da,a Peageldellarr

Perd 15
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan 5slagaimana

dimakeud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi :

a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izitra penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin laio berdasarkan keterrtuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana' 'dirniksud pada ayit (l) dilakufran pada tahap perencanaan perumahan dan
permulciman sebagaimana dinaksud dalam Pasal 14 ayat (21huruf a.

(3) lengawasan dan- pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk nenjamin :

a. kes€suaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan
rencana tata ruang; dan

b, keterpaduan lencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sesuai dengan ketentuan dan standar telmis yang berlaku'

Pu.l 16
(l) Pengawasan dan pengendalian kes€suaian terhadap standar tekrris sebagainana- 

dinaksud dalnrn Pasal 14ayat(l| huruf b dilakukan terhadap :

bangunan gedung;
jalan lingkungan;
penydiaan air minum;
&ainase linglungan;
pengclolaan air limbah;

pengelolaan persanPahan ; dan
sarana p€nanggulangan kebakaran'

a.
b.
c,
d.
e.
f.
c.



(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagrirnrrra
rlirnaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan
permukirnan sebagaimana dirnalssd dala- Pasal 14 ayat (2) huruf b.

(3) Pengawasan dan pengendalian keseeuaian terhadap standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk menjamin :
a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan stsndar teknis

yang berlaku;
b. te4rnuhinya kuantitas kapasitas ilsn dirngnsi yang dibangun sesuai

ketentuan standar tekrris yang berlaku; dan
c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas

pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar telcnis yang berlaku.

Paral 17
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

sebagaimana rli'naksud dalam Pasal 14 ayat (l) huruf c dilakukan terhadap :

a. bangunan gedung;
b. jalan linglungan;
c. pearyediaan air minum;
d. drainase linglungan;
e. pengelolaan air,limbah; dan
f. pengelolaan persanpahan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan
permukiman sebagqirnens .lifiaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana
dirngkgud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dinensi serta kualitas

bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan
fungsionalnya masing-masing;

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas
umum dalam perumahan dan permukiman; dan

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas
umum tidak m€f,rgurang keberfungsiannya masing-masing.

P.ral 18
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan
Pasal 17 rlilelorkan sesuai detrgan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peregraf 3
Tstr Cara Pengewere^n dla Pengendotto"

Daral 19
Pengawasan dan pengendelian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaim6ns .iirnaksud dalam Pasal 14,
dilakukan de.ngan cara:
a. pemantauan;
b. waluasi; dan
c. pelaporan.

Fard20
(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan

permukirnel kumuh ba1:u sebagoiml.na dirnaftssd dalam 19 huruf a merupakal
kegiatan pengamat€n yang dihkukan secara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

(2) Pemantauan sebageirnana diftsksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh pemerintah
Daerah dengan melibattan peran masyarakat.

(3) Pemantauan secara langsung sebageinarra rlirnaksud pada ayat ( 1) huruf a
dilakrrkrn melalui p€nganatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi
menjadi kumuh.



(4) Pemantauan secara tidak langsung sslngai'nana ditn6t6sud pada ayat (l) huruf b
dilekukan berdasarkan :

a. data dan inforaasi mengenai lokasi l,nrmuh yang ditangarri; atau
b. pcngaduan maoyarakat tnaupun mcdia lnassa.

(5f Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangrya perumahan kumuh dan
p€rmukilraD kumuh lsm selqgei'nans di"naksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Prlal 21
(1) Evaluasi dalam rangka pencegahsn tumbuh dan berkembangnya perumahan

kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana rtirn6ksud dalanpasal 19
huruf b merupakan secara terukur dan obyektif terhadap hasil
pemantauan.

(2) Evaluasi sebegaimals dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Penerintah Daerah dapat dibantu oteh ahti yang merniliki pengalaman dan
pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permul"itt'an kunuh.

(4) Evaluasi ssfuqgainsns dinaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai
kesesuaian perumaharl dan permukiman terhadap:
a. perizinan pada tahap perencanaan;
b. standar telmis pada tahap pembangunan; dan/atau
c. kel.ayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi
pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pennukiman
kumuh baru.

Patal22
(1) Pelaporan dalam rengka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan

kumuh dan permuki'nan kumuh lsru selqg.aimana dimaksud dalamPasal 19
huruf c merupakan kegiatan penyarnpaian hasil pemantauan dan evaluasi.

(2) Pelaporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang ms'niliki pengalarnerr dan
pcngetahuan memadai dafam hd pencegahan dan peninglatan kualitas terhadap
perutnahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Pclaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana rlirngksud pada ayat (l)
dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakal upaya pencegahan
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan waluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat disebarluaskan kqrada masyarakat.

B.8b! tr3ttg8
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Prrsl 23
Pemberdayaan masyarakat sslagai'nan6 dimaksud .lalarnpasal 13 huruf b dilakukan
terhadap pemangku kepecrtingan bidang perumahan dan kawasan permukiman
melalui:
a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Prragraf 2
Iroldrmpllgrl

Pual 24
(1) Pendampingan sebageirnana dimaksud dalam pasal 23 huruf s di"naksudkatr

gntuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi p"mU"trtut an aa,,
fasilitasi peoingkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

,



(2) Pend.rnfingan sebagainen6 dirnsksgd pada ayat (l) merupakan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat dalp'n bentuk :

a. penyuluhan;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan tekrris.

Prrd 25
(1) Penyuluhan sebagaimana di"'aksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan

kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
p€rumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Penyrluhan sebagairnana rlirnaksud pada ayat (l) dapat berupa sosialiasi dan
diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu
dan/atau alat peraga.

Perd 26
(1) Pembimbingan sebageimana dirnaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan

kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk
mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya p€rumahan kumuh dan permukinan
kumuh.

(2) Pembimbingan sebagaimana dinaksud pada ayat (l) dapat berupa :

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
c. pembinbingan kepada dunia usaha.

Petal27
(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dal""' Pasal 24 ayat (2) huruf c

merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat telrris berupa :

a. fsik; dan
b. nonfisik.

(2) Bantuan telcnis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
d. fasilitaei pemeliharaan dan/atau pcrbaikan sarana dan prasarana air minum;
e. fasilitasi perneliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;

dan/atau
f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana

persanpahan.
(3) Bantuan telcris dalam bentuk nonfisik sebagaimana rtirnaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:
fasilitasi penJrusunan perencanaan;
fasilitasi penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
faeilitasi pengembangan altematif pembiayaan; dan/atau
fasilitasi pereiapan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
swasta.

P$rl 28
Pendanpingan sebagaimana dimaksud dalam Paeal 24 dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut :

a. pendampingan dihksanaken oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah
yang bertanggwrgiawab dalan urusan perumahan dan permukiman;

b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan
berkenbangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

c. pendampingan dilaks,anekan dengan melibat}an ahli, akademisi dan/atau tokoh
marvarakat yang mcmiliki lrngetahuan dan pengalaman mernadai dalam haf
pencegahan dan p€ningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

a.
b.
c.
d.
e.



d. pendanpingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan
permukiman yang meobunrhkan pendanpingan;

e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempclqiari pelaporan hasil
pemarttauan dan evaluasi yang telah dibuat baik eecara berkala meupun aesuai
kebutuhan atau insidental; dan

f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi
anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

nengFrf 3
, FcbYraaa Informarl

Peret 29
(l) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud daln"' Pasal 23 huruf b merupakan

kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait
upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dinaksud pada ayat (1) meliputi :

a. rencana tata ruan8;
b. penataan bangunan dan linglungan;
c. perizinan; dan
d. standar perumahan dan permukiman.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dirnat6sud pada ayat (l) dilakukan Pemerintah
Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Parel 30
(r) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik dan/atau

cetak.
(2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menggunakan bahasa lndonesia.

BABV
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Prrel 31
(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukinan kumuh

didahufui dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan'
(2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman lmmuh
' ' sslaga-i"natri dimaksud padl ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk

-empertarranrart dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara

berkel,anjutan.

Bsglel Kodul
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Pstd 32
(l)Petretaparrlokasiperumaharrkurnuhdanpermukimankumuhwajibdidahului

p.o*""pendataanyangdilakukanolebPenerintahDaerahderrganmelibatkan
peran Pemerintah Desa dan masyarakat.

(2) itoses pendataan sebagaimana di'neksud pada ayat (1) meliputi proses :

a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

(e) Setilah dilakukan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Daerahmelakukan pererrcanaan p€nanganan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh dengan melibatkan masyarakat'
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(1) Identifikaqi lokaei sebagoirnana .linaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a
dilakukan scsuai dengan prosedur pcndataan identitrkasi lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Proses identifikasi lokaei sebagaipana dinaksud pada ayat (f) didahului dengan
identifikaei satuan penrnahan dan pcrmukiman.

(3) Identifkasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi identifikasi
terhadap :

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; darr
c. pertimbangan lain.

Pilal 34
(l) Prosedur pendataan identiflkasi lokasi perumahan kumuh dan permukimart

kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
Daerah yang brtanggungiawab dalan penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan
melibat*an peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan
kumuh dan permuki'nan kumuh.

(3) Pemerintah Daerah menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dinaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini.

Pard 35
(1) Identifkasi satuan perurnahan dan/atau permukiman sebagaimana r{imal6qd

dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau
lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap
lokasi dalam wilayah Daerah.

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan
fungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan
administratif.

(4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga'
(5) Penentuan satuan p€tmukiman swadaya sebagaimana rlirnaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/desa'

Patd 35
(1) Identitrkasi kondisi kekumuhan sebagainana dinaksud dalarDPasal 33 ayat (3)

huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan- pada suatu
perumahan d"t p"d"H-"" dengan menemukenali permasalahan kondisi
banguoan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya'

lZl nen:ti*aJkondlsi kekumuhan sebagaimana dir'aksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan lriterid perumahan kumuh dan permukiman kumuh'

P.rd 37
(1) Identifikasi legalitas lahan sebegei'nana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b
' ' ;;t"p"k " tihap identifikasi 

-untuk menentukan status legalitas lahan pada

""ti"f 
fou"i perirmaft"n kurnuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang

menentukan bentuk Penanganan.
(2) il;ditGieiJt* ri"rr." iuagaimana dirnaksud pada avat (l) meliputi aspek :

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang'

(3) Kejelasan etatus pe'nguasaan hfran seUagaimana dioaksud pada ayat (2) huruf a
' ' merupakan kejelasan terfradap statug pgnstalsaan lahan berupa :

;--6"-ill6 "*taiti 
6.tJtJ*1."t bulcti-dokumen sertifikat hak atas tanah atau

bentukdokumenket€rarrganstatustanahlairrnyayangsalr;atau

t-



b. kepc'nilikq'r pihak lain (termaeuk nilik adat/ulayet) berdaearkan bukti izin
pcnanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam
bentuk perjanjian tertulis antara pemcgang hak atas tanah atau penilik tanah
dengan pengguna tanah.

(4) Kcsceuaian dengan rcncaaa tata ruang ecbagairnqtra dimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakan kesesuaian terhadap peruntu-tan lahan dalam rer..oi taL ruang
berdasarkan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).

Pu.l 38
(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagainana dimaksud dalprn pasal 33 ayat (3)

huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non
fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan -kumuh dan
permulrirn an kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi
aspek :

a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagoi'nfl1s dinaksqd pada ayat (2) huruf a merupakan
pertimbangan letak lokasi perunahan atau permukiman pada :
a. fungsi strategis Daerah; atau
b. bukan fungsi strategie Daerah.

(a) Kependudukan sebagcirnans rlirnnksud pada ayat (2) huruf b merupakan
qertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman
dengan klasifikasi :

a. rendah, yalori kepadatan penduduk di bawah lS0 jiwa/ha;
b. sedang, yakni kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha;
c. tjngg, yakni kepadatan penduduk antara 2Ol - 400 jiwa/ha; dan
d. sangat padat, yalcni kepadatan penduduk di atae 4OO jiwa/ha.

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dinaksud pada ayat (2) huruf c
merupakan pertimbangan potensi yang rlimiliki lokasi perumahan atau
permuk'rnan berupa:
a. potensi sosial,yakni tingkat partisipasi masyarakat dalarn mendukung

pembangunan;
b. gotensi ekonomi,yalmi adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis

bagi masyarakat setempat; dan
c. potensi budaya,yalcni adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang

rlirniliki masyarakat setempat.

Purl 39
(1) Penilaian lokaei sebtei'nana dinaksud daln"' pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan

untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek :
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekunuhan gelqgai'nana di"'aksud
pada ayat (l) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan s6logai berikut :
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.

(3) penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana rlirnnksud pada
ayat (l) huruf b terdiri atas klasifikasi :

a. status lahan legal; dan
b. status lahan tidak legal.

(a) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan l,ain ssfqgei'nqn4 rti'ngksqd pada ayat
{f) huruf c terdiri atas :

a. pertimbangan l,aln kategori rendah;
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Penilaian lskasi €efagrirnana rlitnaksud dalam ayat (l) dihitung berdasarkan
form-ulasi sebagaimana tercarttum dalam Lampiran II yang merulpakan uagiatt
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Prrrf .il)
(1) Bupati menetapkan lokasi perumatran kumuh dan permukirnan kumuh dengan

Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33.
(2) Penetapan lokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (f) dilakukan berdasarkan

hasil penilaian lokasi dengan memperhatikan aspek :

kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi; dan
pertimbangan lain.

(3) Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan
tipologr sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai
pertinbangan dalam menentukan pola penangan.rn perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

(4) Penetapan lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lainsebagairnana dirnaksud
pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pe.d 4l
(1) PenetaFan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilengkapi dengan:

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
diftsksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup
ad.mirristratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas
penanganan untuk se"ap lokasi peruroahan kumuh dan permukiman kumuh yang
ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil
penilaian aspek pertimbangan lain.

(4) Peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana ditnaftssd
pada ayat (l) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kabupaten berdasarkan tabel
daftar.

(5) Format kelengkapan p€netapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Prrel42
(1) Penetapan lokasi eebagaimana dimakeud Pasd 4O dilakukan peninjauan ulang

paling sedikit f (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan ulang sebagainana dirnaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Pemerintah

Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan
perumahan kumuh dan permukirnan kumuh sebagai hasil dari penanganan yang
telah dilalrukan.

(3) Peniqjaua! ulang eebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses
pendatasn.

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Perd.$il
(1) Perencanaan p€nanganan sebegairnana dirnatjsqd dalam Pasal 32 ayat (3)

dilakukan melalui tahap :

PersraPan;
survei;
penyusunan data dan falrta;
analisis;

e. penyusunan konsep penanganan; dan
f. penyusunan rencana penanganan.

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf f
berupa rencana penanganan janglra. pendek, jangka menengah, dan/atau jangka
panjang bescrta pembiayaannya.

(3) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kunuh
sebagaimana dimsksud psda ayat (l) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

a.
b.
c.
d.

I
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Prral 44

(f) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekunuhan dan
t aspek legalitas lahan.

(2) Pola penanganan sebagaimana dinsksud pada ayat (1) direncanakan dengan
mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) PoIa penanganan 56lqgairn4lg rlirnaksud pada ayat (l) neliputi :

a. pemugafan;
b. peremqlaan; dan
c. pemukiman kembali.

(4) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan
dengan memperhatikan antara lain :

a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
b. kondisi ekologis lokasi; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan
peran masyarakat.

Prrd.+5
- Pola penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan

sebagaimana r{itnaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatur dengan ketentuan :

a. dalam hal lokasi 4s'niliki klasitrkasi kekumuhan berat dengan status lahan legal,- pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
' b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal,

pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahanlegal,
' pola penangartan yang dilakukan adalah peremqiaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan
ilegal, pola penanganan yang.littkrkan adalah pemukiman kembali;

e. dalam hal lokasi nq'niliki kfasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal,
pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; darr

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan
ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah pemukirnan kembali.

Panl .16

Pola penanganan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kunuh dan
permukiman kumuh sslagairnqtr6 ditnelrsud dalam Pasal 44 ayat (2) diatur dengan
ketentuan :

a. dalam hal loltqci termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permuki:nan
kumuh di atas air, penang.u:lan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya guna" daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kunuh dan permukiman
kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air
dan tanah;

. c. dalpr" hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kunuh di dataran, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

' d. dalam haf lokasi termasuk dalam tipolog perumahan kumuh dan permukiman. kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus nemperhatikan
karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
dan- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus

atikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta
kelestarian tanah.
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Panl 47
(l) Pemugaran sebqg^irnana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan

untuk lerbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman
menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

(2) Pemugaran sebagainana dimaksud pada ayat (l) merupakan kegiatan perbaikan
rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengJmbalikan fungsi
sglegairnana SemUla.

(3) Pemugaran sebagainana rtimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui tahap :
a. pra konstrukei;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi,

Pard 48
(l) Pemugaran pada tahap pra konstnrksi sebagaimana dirnaksud dalam pasal 47

ayat (3) huruf a meliputi :

a. identifkasi permasalahan dan k4iian kebutuhan pemugaran;
b. sosielisasi dan rembuk warga pada masyarak.l lsldlatt pak;
c, pendataan masyaJakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemu-garan- padl tahap konstruksi sebagaimana .ti"raksud dalarn pasal 4g ayat (3)
huruf b meliputi :

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Penugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dirnaksud dalan pasal 49
ayat (3) huruf c meliputi :

a. peaanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Prragref 3
Peremqlroa

F..al 49
(l) Peremarjaan sebagaimana dinaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan

untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik
_ guna melindungi kcselamatan dan kea'naqan penghuni dan masyarakai sekitar.

(2) Peremajaan sebagaimana rtirnaksud pada ayat (u aitatutan melalui
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum.

(3) feremaiaan eebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih
dahulu menyediqkan tempat tinggal sementara bagr nasyarakat terdamlak.

(4) Perem4iaan sebagei'nana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui tahap :a. pra konstruksi; '.

b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Prrd 50
(l) Pereoajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana <ri'naksud dalan pasal 49

ayat (4) huruf a meliputi :

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
c. sosialisasi dan remb-uk warga pada rnasyarakat teidampak;
d, pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rcncana peremajaan; dan

_ f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) PeregS:aa1 pada tahap konstruksi, sebagaimana r{irnaksud dalam pasal 49 ayat (4}

huruf b meliputi:
3. proTs ganti rugi bagi masyarakat terda-pak berdasarkan hasil kesepakatan;b. penghunian sementara masyaraLat lsldarnFak pada lokasi lain;



c. proees pclaksanaan konstrukei peremqiaan pada lokasi permukiman eksisting;
d. pemantauan dan waluasi pelaksanaan konstruksi peremqfaan; dan
e. proses penghunian kenbali masyarakat lsjdarnFak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
ayat (4) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

neragraf a
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Prrd 51
(1) Pemulo'nan kembali sebegeirnzla dimaksud dalo"' Pasal 44 ayat (3) huruf c

dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang
lebih baik guna melindungi keselamatan dan kea.nanan penghuni dan
masyarakat.

(2) Pemukiman kembali sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

P..af 52
(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimsksud dalam

Pasal 5l ayat (2) huruf a meliputi :

kajian pcmanfaatan ruang dan/atau k4jian legalitas lahan;
sem€ntara untuk maeyarakat di perumahan dan permukiman

kumuh pada lokasi rawan bencana;
sosialisasi dan renbuk warga pada masyarakat lsldampak;
pendataan masyarakat terdampak;
penyusunan lencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemuki'nan
eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kenbali; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Pemukiman kembali pada tahap konstnrksi sebagairnana dimaksud dalam pasal

51 ayat (2) buruf b metputi:
a. prosea ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
c. proaes pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman

baru;
d. pemantauan dan waluasi pelaksanaan konstmksi pemukiman kembali;
e. proses perrghunian kenbali masyarakat terdampak; dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemutiman eksisting.

(3) Pemukiman kembali pada t€hap pasca konstruksi sebagair"611a di'naksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Eagl.t Xconpat
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P.rd 53
(l) Pasca penbgkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

dilakukan pengeloLaan untuk mernpertahankan dan men5aga 
-kualitas 

perumahan
dan permukiman secara berkelar{utan.

(2) Pengelotraan sebagaim,ana dimsksud pada ayat (l) dilakukan oleh masyarakat
secara swadaya.

(3) Pengelolaan sebagaimana dir"aksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. pembenhrkan kelompok swadaya masyaraka! dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

a.
b.

c.
d.
e.



(4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
keswadayaan masyaml<at 44[ern pengelolaan perumahan dan permukiman layak
huni.

(5) Fasifitasi sebagainans dimaksud pada ayat (5) dilakukan dale"' bentuk :
pen)rediaan dan sonialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;

pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
penberian kcnudehan dan/atau bantuan;
koordinasi antarpemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
pelalcsanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
pengenbangan sistem informasi dan komunikasi.

Pangnf 2
Penstiharaaa

Passf 54
(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (+) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan
secara berkala.

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimema rlirnaksud pada ayat (l) wajib dilakukan oleh
setiap orang.

(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan
permukinan wqjib dilakukar oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.

(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh
Pemerintatr, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.

Prragnf 3
PcrbdLa!

Prrd 55
(f) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagairn4l4

dimaksud dalem Pasal 54 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemuga.ran.
(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
(3) Perbaikan prasarana, sarana, dal utilitas umum untuk perumahan dan

perttrukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunial wajib dilakukan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
(5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wqlib dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerin.tah Daerah, dan/atau badan hukum.

BAA VI
PEITY-EDIA.AIT TIITIAS

Pard 56
(l) Pemerintah Daerah bertanggungiawab atas penyediaan tanah dalam rangka

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
(2) Ketersediaan tanah sebagaim6n4 dirn4ksud pada ayat il) termasuk penetapannya

di dalpr" rencana tata ruang wilayah merupakan langgung jawab iemerintahan
Daerah.

Pa.d 57
(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh danpermulcirnan kumuh merupakan salah satu ptngadaan tanah untuk

pembangunan bagi kepentingan umum.
(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kuaritas peruma-han kumuh danpermukiman kumuh sebagniman4 rlirnatjsgd pada ayat (1) dapat dilakukan

melalui :

a. pemberian hak atas tlnah t9{radan tanah yang langsung dikuasai negara;b. konsolidasi taneh oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

a.
b.
c.
d.
e.
f.



d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang rnilik nsgars atau barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
dan/atau

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

BA8 VII
PEIIDATAAII DAIT STSTW PF,UBIAYAAIT

Panf 58
(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan

dan peningkatan kuatitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Pendanaan sebagaimana r{irnsksud pada ayat (U merupakan tanggung jawab

Pemerintah Daerah.
(3) Pendanaan sebagairnana dinaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah

dan/atau Pemerintah Provinei.
(4) Sumber dan4 sslqgFitnnns dimaksud pada ayat (l) berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber dana Lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih la4jut mengenai sistem pembiayaatr yang dibutuhkan dalam
rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VItr
PENCEGAEAII PERI'UAEAIT I(I'UT'E DAIT PERUI'XIUAIT KI'UI'H
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Paral 59
(l) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) Pemerintah

Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah hovinsi.

Perd 60
Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaioana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) meliputi :

a. melakukan sinkronisasi kcbijakan dan etrategi Daerah dalam pencegahan dan
peninglatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

c. melakukan sinkronisasi lencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di Kabupaten dengan rencana pembangunan Provinsi dan
nasional; dan

d. memberikan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan
dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permuki"'an kumuh,

Baglan Kedua
I\rgar Pemerhtab Daenh

Pral 61
(f ) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalern Pasal 59 ayat (1),
Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

a. merumuskan kebljakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan
Kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh;



b. melakukan survei dan pendataan skala Kabupaten mengenai lokasi perunal'an
kumuh dan Permukinan kumuh;

c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
d. melakukan 

-pemuangunan 
kawasan permukiman aerta sarana dan prasarana

dalam upaya p.ncei"hao dan pcningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

e. melakukan pembangu.nan rumah dan perumahan yang layak huni bagt

masyarakat, 
-khususnya 

masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan
rendah;

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin
dan masyarakat berpenghasilan rendah;

g. melakukan pembinaan terkait peran nasyarakat dan kearifan lokal di bidang

perumahan dan Permukiman; serta
h. Lehkukan p"t yiai.ro pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan

kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh'
lZl pefaf<sanaari tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah sesuai kewenangannya-
(3) Pemerintah Daerah -"tatut "n koordinasi dan sinl<ronisasi program antar-
' ' perangkat Daeratr dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) p;i"ffia6 koordinasi dan sinkronisaii program sebagaimana 'li'naksud pada
-,ayat(3)dilakukanmelaluipembentukanTimKoordinasitingkatDaerah.

(5) fin 'Koordinasi sebagaimsn4 dirn4tlsud pada ayat (4) ditetapkan dengan

Keputusan BuPati.

Bagtat Kctigs
Ifcwqllbs! Pcmorlnteh Daerah

Prral 62
(l) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan :11!1$:p.,,t-r1lP:}' 'berkimbangnya perumahan kumuh dan permukipan kumuh culakur<an

tahap :

a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdaYaan masYarakat.

(2I Kewaiiban pemerintarr oaerah pada tahap pengawasan dan pengendalian
'-' esS.iai-ana dimaksud pada ayat (1) huruf a-meliputi :

a. melaksanakan p""g;;;;; dan'pengenaatan terhadap kesesuaian petizitart

pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
b. melaksanakan p.d;;; dan pengendalian terhadap kesesuaian standar

tekrris pada tahip p-"-U"t g"oatt ptto-uftttt dan permukiman; dan

c. melaksanakan p""g"T"".i-a"r, 
-pengenaafian terhadap kesesuaian kelaikan

fungsi pada tahap p-"-"of"tt"o perumahan dan permukiman'

{31 Kewaiiban pemerintaii-5""raf' ' p"aa tahap pemberdayaan masyarakat
-' ;;;"i-;s dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi.:

a. memberikan p""d;;;;t; 'tepada masvarakat untuk meningkatlan

kesadaran d-t p"td"6;;i-aahm'rangka pencegahan terhadap tumbuh dan

berkembangnya p;;J"" kumuh- dan permukiman kumuh' melalui

;;;y"dd' i"-di-uiog"o dan bantuan tekrris; dan .--^: -^-^^,
b. memberikan p"f.VJ.rr-'i"formasi kepada masyarakat mengenai rencana tata

ruang, perizin"t a"t'- "t"rratt 
teknis perumahan dan permukiman serta

pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh'

BAB DT

FOIA BTTTnAAII' PERAII Uesrenrxer', DAlf I(EARItrAlr LoKAL

Bagl.l Koratu
Pola Ilonttraaa

Prtaf 63

(l) Pota kemitraan antarpem€ngku T"ry"ti"gT- Jang 
dapat dikembangkan dalam

upaya pening5atan ittt"fittJ terhadap perumahin kumuh dan permukiman

f1;}*# antara pemerintah dan/atau pemerintah Daerah dengan BUMN,

BUMD, atau swasta; dan/atau

dan
pada



b, kemitraan antara Pemerintatr dan/ atau pemerintah Daeratr dengan
Easyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan antarpemangku kepentingan
sebagai upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sslqgeirnans dirnaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Baglan Kodua
Pcnn Uaryarakat

Paragraf I
Pena Uaryaralat Dalam Pelcegahan

Pelaf 64
( 1) Peran masyarakat 61slla'n pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap :
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Peran masyarakat dafam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan pada tahap :

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
dan

c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dala'n Peraturan

Bupati.

Pard 65
Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 64 ayat (l) huruf a dilakukan dalom bentuk :

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan
permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah Daerah
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan
bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;

b. berpartisipasi alrtif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan
dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah
Daerah dalFrn pengawasan dan pengendalian kesesuaian standsr teknis dari
pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan

c. berpartisipasi aldif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu
Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan
fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di
linglungannya.

Pa$f 66
Peran nasyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (f) huruf b dilakukan dalorn bentuk:
a. berpartisipasi aktif dalarn berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, danT atau

bantuan teloris ydng dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah provinS dan/atau
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalarn rangka
pencegahan terh:rhap tumbuh -dan berkembangrya p.ru-alran kumuh dan
permukiman kumuh; dan

b. memadaatlan dan turut membantu petayanan informasi yang diberikan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana
tata ruang, perizinan dan standar telirris perumahan darr permukiman
pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh
permukiman kumuh.

serta
dan



Paragraf 2
Pena Ua^ryeretat Dalen Penfnglrata! Kudltar

Prrd 67
Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dala'n Pasal 64 ayat (2) dilakukan pada
tahap :

a. penetapan lokasi dan perencanaan penErnganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

b. peninglatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paral 68
(f) Dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

sebagaimana dirnskgud dala"' Pasal 67 huruf a, masyarakat dapat :

a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dal:r/ atau
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dart

b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukinan kumuh dengan dasar pertimbangan
berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat
proses pendataan.

(2) Dafam perencana4n pen€mganan perumahan kumuh dair permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalo'n Pasal 67 huruf a, masyarakat dapat :

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan
perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dilaf<ukan oleh Pemerintah Daerah;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang
dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan perrrukiman
kumuh;

c, memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan
perrmahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan
kewenangannya; dan/atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbaagan terhadap hasil penetapan rencana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar
pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang
telah diajukan dalarn proses penyusunan rencana.

Pard 69
(1) Peran masyarakat pada tahap peninglatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kunuh sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 67 huruf b, dapat
dilakukan dalam proscs :
a. pemugaran atau perenajaan; dan
b. pemukiman kembali;

(2) Dafam proses pemugaran atau perem4iaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a, nasyarakat dapat :

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang
terdampak;

b. berpartisipasi alrtif dala'n musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana
pemugaran dan peremajaan;

c. berpartisipasi dala"' pelaksanaan pemugaran dan peremqjaan, baik berupa
dana, terroga maupun material;

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan
dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sa.rana,
dan/atau utilitas umum;

e. membantu merljaga ketertiban dalam pelaksanaam pemugar€rn dal peremajaan;
f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses

pelaksanaan pehugaran dan peremajaan; dan/atau
g. melaporkan perbuatan sebagaimana rlinat6ssd pada huruf f kepada instalsi

berwenang rgar proses pemugaran dan peremajaan dapat be{alal lancar.



(3) Dafam proses pemuki"nan kembali sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b,
masyarakat dapat:
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyatakat yang

terdampak;
b. berpartisipasi alftif dalam musyawarah dan diskusi penyePakatan rencana

permukiman kembali;
c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan

untuk proses pemukiman kembali;
d. membantu menjaga ketertiban dalarn pelaksanaan pemukiman kembali;
e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana,

tenaga maupun material;
f. menccgah perbuatan yang dapat mengbambat atau menghalangi proses

pelaksanaan kembali; dan/atau
g. melaporkan perbuatan sebagaimsla dimaksud pada huruf d kepada instansi

berwenang .gar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar'

Prrd 70
Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagainana
dimaksud dalam dafam Pasal 67 huruf c, masyarakat dapat :

a. berpartisipasi aktif pada - berbagai Program Pemerintah Daerah dalam
pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perunahan kumuh dan permukiman
kumuh yang telah tertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya
masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan laik lgrupa dana, tenaga
Eraupun material;

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta
prasarana,sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat mengbambat atau mengbalangi proses
pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dinaksud pada huruf d kepada instansi
berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

ParaCrrf 3
Xclompol Swadeya Uaryantat

Furl 7l
(1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk

mengoptimalkan peran masyarakat .letarn peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiroan kunuh.

(2) Kelompok masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau
atas prakarsa Pemerintah.

(3) Pembentukan selqgairneqs dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam
hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.

(4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada keterrtuan Peratursn Perundang-undangan,

Bctl.! K.tlgu
Koar{h! Lolrl

ParalT2
(1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah

perlu dilakukan dengan mempertirnbangkan kearifan lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas
peruoalan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.



BABX
L/IRAXCAN

Paral 73
. (l) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak

. membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana,
sarana, dan utilitas umum yang dipe{anjikan.

(2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/ atau permukiman di luar
. kawasan yang ldrusus diperuntukkan bagt perumahan dan permukiman.

(3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat
yang berpoGnsi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

(4) Seri'F pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan,
dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

(5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman
kembali rumah, perurnahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah te{adi kesepakatan dengan
masyarakat setempat.

(6) Badan hukum yury menyelenggarakan pembangunan perumahan dan
permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
luar fungsinya.

(7) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan
hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukirnan.

(8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
(9) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang

arumah.

BAB ]g
XETEI{TUAI{ IAII{-LIUil

' Pa$l 74
(1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus

memenuhi persyaratan administratif, telods, tata ruang, dan ekologis.
' (21 Perancangan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan
. administratif, tehris, dan ekologis.' (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap

orang dan/atau badan hukum.

Perd 75
(1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Pembangunan prdsarana, sarana, dan utilitas umum w{ib dilakukan sesuai

dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau

permukiman harus memenuhi persyaratan :

a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan

hunian; dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap
orang dan/atau badan hukum harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

i Prrd 76
(1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan :

; a. perencanaan;
, b. pembangunan;

c. pemanfaatan; dan
d. pengendalian.

' (21 Pembangunan kawasan permukinan harus mematuhi rencana dan izil:
pembangunan linglcungan hunian dan kegiatan pendukung.



8AE XII
SAIBAI AI'UtITIgf RATIF

Pa.zl77
(1) Setiap or.mg yang melanggar ketentuar sebagaimana rlimaksud dalam Pasal

T3sampai dengan Pasal T6dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana rli'naksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penglrentian aementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan

pembangunan;
d. perrgbentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan

atau permukiman;
e. penguasaan sementara (penyegelan) oleh Pemerintah Daerah;
f. kewajiban membonglar sendiri bangunsn dalnm jangka walctu tertentu;
g. pembatasan kegiatan usaha;
h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
l. pembekuan izin usaha;
m. pencabutan izin usaha;
n. pembatalan izin;
o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
p. pencabutan insentif;
q. pengenaan denda administratif; dan/atau
r. penutupan lokasi.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana r{irnaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidarrg perumahan
dan kawasan permuki'n an.

BABXIU
TEf,EITTUAII PEITIIDIXAIT

Prrd 7a
(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu

peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dale"' penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian, kecuali
dalen hal tertangkap tangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyrdik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada Undang-Undang
tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Penyidik selqgairnans rlimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan
yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

(4) Sebelum tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih
dahulu diberitahukan secara tcrtulis oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Bupati memberikan persetujuan tertulis rtirnulainya penyidikan, paling lama 3
(tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari atasan Penyidik pegawai Negeri
Sipil.

BAB XIl'
I{ETEITTI'AII PID/IIYA

Palat 79
(1) seriFF orang yang menghalang-halangi penyediaan tanah oleh pemerintah Daerah

untuk pembangunan permuhan kumuh dan/atau permukimal kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan pasal STdiancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (ena'n) bulan atau denda paling banyak np.SO.bOO.bOO,OO
(lima puluh juta rupiah).



(2) Tindak pidana sebegeirn4ls dimaksud pada ayat (1) adafah pelanggaran.

BAB Xl'
IGTEIITUAI| PERALIHAX

Pard 80
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen yang telah ditetapkan
atau dikeluarkan sebelum Peraturar Daerah ini diundangkaa, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
rEj?rEI{TUAN PEINTN'P

Paral 81
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang nengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerai Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal l! ee.reQocR 2o/6

BUPATI PARIGI MOUTONG.

I l.r1

('W.'Y
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Padgi
padatanegal f9 petAttst loft

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOLNONG.,_q{-

ABDUL RADJAB

l;rilir i.i.. i ':: '', i

Arl;lS t;,. 'j {

LEMBARAN DAEMH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 
''

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.
PROVINSI SIJI.AWESI TENGAH I IoO , oe/2o|6



PEW.'DI.ASAIY

ATAS

PERATUNAil DAINAE r.AEUPATEII PARIOI UOUTON(}

TEIITATTG

PEIICEGAEAIT DAN PEMIfGXATAX KUALITAS PEITUUAEAX XI'UI'E
DAIC PERUUXIUAIT IIUUT'E

UUUU
Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, berdampak pada

semakin padatnya perumahan dan kawasan permukiman' sehingga berpotensi
menjadi fi"gt"itg"it hunien yang kurnuh dan -tidak layak huni' -ron$si
demikian, -.kurr- U".pot"nsi 

- mJnurunkan kualitas hidup, mengtrambat
perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Haf ini perlu diantisrpasi dengan

6".u"g.i tEqakan'aan peraturan Daerah .guna menjanin hal. masyarakat

tJaiap tngkungan hidup yang layak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Memasuki era otonoii a."i"ft, kegiatan pembangunan perumahan -dan
kawasan permukina:n di daerah terus meningkat, baik kuantitas' -kualitas
-""p"" kompleksitasnya. Dengan semakin meningkatnya kegtalan

p"-i"rrgutt"o i"rrp. dit,ttjuttg peraturan perundangan y"tq--T:--i91'
itittr"*'"titt "rr tingtat laju pembangunan tanpa disertai pencegahan can

p""i"*"a-t maitas to-lltt akan semakin menambah beban terahdap

pemenuhan lingkungan hidup yang layak'
sejak diberlalutannya-w- tto.l t"hun 2OII tentang Perumahan dan

Kawasan- Permukiman, i"tttttg*"t perumahan kumuh dan kawasan

p-"rnotim.tt kumuh memperoleh-perhatian yang cukup,.b"Yl {1f<ni^T"l111-
["r*"i"atty" rumah layak huni dan tedangkau dalam lingkungan yang sehat'

aman, serasi, terencana dan berkelanjutan'
' 
Upaya penvujudan permukiman vang lavak .huni 

juea 
letan 

n,;1114i t119et

pemeriniah metalui Direi<torat Pengembangan Kawasan Permukiman, Crpta

i<;;-i;;"i"rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raliyat' Salah satu.cara

}i'g dilrktk"", melalui !"rr""r,",tg,rr target persentase kawasal permukiman

i;;"h ,[;d*[ s"U"""i biZ" (nol 
-persen)-pada talrrrn 20 1 9. Melalui komitmen

Pemerintah dan Pemerintah Daerafr- dalam memastikan Indonesia bebas kumuh

tahun 2020, akan aapai t"t".fi"""it"tt melalui tahapgn p:nceCah:1-gan

p;gkd k"alitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terut<ur'

efeltif dan tePat sasaran.

PASAL DF;UI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas
Pasal 2

CukuP jelas
Pasal 3

CukuP jelas
Pasal 4

CukuP jelas
Pasal 5

CukuP jelas
Pasal 6

CukuP jelas
Pasal 7

CukuP jelas
Pasal 8

CukuP jelas
Pasal 9

CukuPjelas
Pasal 10

CukuP jelas

u.



Pasal I I
Cukup jelas

Pasal 12
- Cukup jelas
. Pasal l3

, Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
' Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 2l

C\rkup jelas
Pasal22

Cukup jelas
Pasal 23

. Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas' Pasal 25. Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
' Pasa727
- Cukup jelas' Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 3l

Cukupjelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

C\rkup jelas
Pasal 35

CukuP jelas
Pasal 36

. CukuP jelas
Pasal 37

CukuP jelas
' Pasal 38

CukuP jelas
Pasal 39

- CukuP jelas- Pasal 40
Cukup jelas

- Pasal 41
CukuP jelas



Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 6l
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal T2
Cukup jelas



Pasal 73
' Cukup jelas' Pasal 74
- Cukup jelas
- Pasal 75

. Cukupjelas
Pasal 76

Cukup jelas
' Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 79

Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 8l

Cukup jelas

';

TAMBAHAN LEMBAMN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 20I6NOMOR ,zt7
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I,AilPIRAN I PERATURAIT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR | 7
TANCIGiAL: t9 0ec4tA6p 2a16
TEITTANG:PENCEGAHAI| DAN PENII{GI(ATAN KUALITAS PERUMAHAN KUUUH DAN PERMUISMAN KT'ItrUH

PROSEDUR PENDATAAN PERUMAHAN KUMUH DAT{ PERMUKIMANKUMUH

asall c lta
an

Re k a ll it Llla si

tl

Rekal:
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Kecatrratatr

Kelurahatr
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T1ORMAT ISIAIT
IDEITTIFIKASI KAWASAI{ PERUilAHAN KT'UUH DIIN PERTUIIIMAN KI'IUUH

I(ABUPATEI{ PARIGI MOUTONG

KARAKTERRISTIK KAWASAT{

a. Koordinat

b. Nama Lokasi Kumuh

c. Tipologi Lokasi Kumuh

d. Luas Lokasi kumuh (Ha)

e. Jumlah Penduduk di
Lokasi kumuh (Jiwa)

f. Jumlah Kepala Keluarga
Lokasi kumuh (KK)

g. Dusun / Lingkungan
RT/RW

h. Kelurahan /Desa

i. Kecamatan



al

xliiirl

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

Lingkungan/Dusun :

RT,

NO NAMA (KKl JENIS

PEKERJAAN

KONDISI

BGN RUMAH

STATUS

RUMAH

STATUS

TANAH
DOKUMENTASI

1 2 4 5 6 7 8

I

)

2
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IDENTIFIKASI KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PENILAIAN

LEGALIAS LAHAN

KECAMATAI{ PARIGI

Bambalemo

RT.05, Dusun 02

Tepi Pantai/

Posisir Pantai

PENITAIAN

TINGKAT KEKUMUHAN

76-fOO%, Kumuh Berat

5l-75 %, Kumuh Sedang

25-50 %, Kumuh Rir€an

PENILAIAN

PERTIMBANGAN LAIN

76-100 %, Tinggi

51-75 %, Sedang

25-50 %, Rendah

BUPATI PARIGI MOUTONG,

6\'vu

KARAKTERISTIK KAWASAN

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

No

JUMLAH JU MLAH

PENDUDUK

{Jw}

LUAS

LOKASI

{Ha}

KOORDINAT

TIPOLOGI

KUMUH

TINGKAT TINGKAT
(Kec./Desa/Kel./Dusun/ KK PERTIMBANGAN

tAlN (Non Fisik)

KEKIIMIIHAN

32 126 1,13 LU

BT

2

4

5
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LAMPIRAN II PERATURAN DA.ERAH I(ABUPATEN PARIGI MOUTONG
rfouoR | 7
TAIGGAL. 

-fO 
D€tefttFe 20/6

TEITTAITG:PENCEG}AHAIT DAN PEI{TNGKATAN KUALITAS PERUMAIIAN KUMUH DAN PERMUIIIMAN KUMUH

Asoek Kriterla & Indikator Parameter

Kondisi Bangunan
Keteraturan

a. Bangunan :

b. Kepadatal Bangunan 
:

c. Persyaratan Teknis

Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi Drainase

Lingkungan

Kondisi Penyediaan
Air Minum

a. Cakupan Pelayanan

b. Kualitas Jalan

a. Persyaratan Teknis

b. Cakupan Pelayanan

a. Persya-ratan Teknis

b. Cakupan Pelayanan

76- 100 7o bangunan tidak memiliki keteraturan
Kepadatan balgunan sebesar < 200 unit/Ha
5l-75 o/o bangunan tida-k memenuhi persyaratan
teknis

Cakupan layanan jalan tidak memadai
di 51-75 7o Luas area
Kondisi jalan burukdi 5l-75" Luas area

Drainase lingkungan tidak dapat menangani
genargan
Minimal di 76-100 7o Luas area

76-100 7o luas area tidak terlayani oleh drainase

Lingkungan

SPAM tidak memenuhi persyaratarr teknis
di 25-50 7o Luas area
Cakupan pelayanan SPMA belum dapat memenuhi

kebutuhan dari 25-50 %o PoPulasi

PENILAIAN KEKUMUHAN (FISIKI



xlvii

Aspek Krlterla & Indlkatot Parameter

Kondisi Pengelolaan a. Persya-ratan Teknis
Persampahan

b. Cakupan Pelayalan

Kondisi Pengamanan a. persyaratan 'r'eknis
Kebakaran

b. Cakupan Pelayanan

TINGKAT KEKUMUHAN : (Berat / Sedang / Ringan)

Pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan
teknis di 76-100 7o Luas area
Cakupan pengelolaan air limbah belum dapat
memenuhi kebutuhan dari 25-5O 7" Populasi

Pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persya,ratan teknis di 76-100 7o Luas area
Cakupan pengelolaan persampahan belum dapat
memenuhi kebutuhan dari 25-50 7o Populasi

Pesukan air damkar tidak memadar di 51-76 "h
Luas area

Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak
memenuhi
di 76-100 9i, Luas area

Kondisi Pengelolaan

Air Limbah
a. Persya-ratan Teknis

b. Cakupan Pelayalaa



xlviii

PENILNAN PERTIMBAITGAN LAIN INON F'ISIKI
Krlterla & IlrdlLator Parameter

Nilai Strategi Lokasi
Kepadatan Penduduk

Potensi Sosial Ekonomi

Dukungan Masyar.akat
Komitmen Pemerintah Daerah

PERTIUBANGAIT LAJN: (Berat / Sedang / Rendahf

: lokasi tidak terletak di fungsi strategis kawasan/wilayah
: Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 2Ol - 4OO jiwa/Ha
: Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi yang dapat

dikembangkan
: Dukungan masyarakat terhadap pen€rnganar kekumuhan tinggi
: Komitmen pemerintah daerah tinggi

PEITILAIAN LEGALITAS LAHAN
Krlterla & Indikatot Parametet

Status Tanah

Kesesuaian RTR

Persya-ratan Administrasi

Bangunan (IMB)

STATUS LAHAN : (Legal/Tidak Legal)

: Keseluruhan tanah memiliki kejelasan status tanah, baik dalam
hat
kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah
(Status tanah Legal)

: Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak berada pada zona
permukiman
sesuai RTR (Tidak Sesuai)

: Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak berada pada zona
permukiman
sesuai RTR (Tidak Sesuai)



xlix

FIORI|UI,A PEMLAIAIT I,OKAAI EERDASARIIAII I(RITERIA, ITTDIIIATOR DAIT PARAMEf,ER

Kchnhgtr/Detta :

LlDgLuag.!/Itrrul :

RT/RW :

Y76o/o - loOo/o area Grtayani oten jaringan

tingkungan



Sebagian atau seh.rruh jalan lingkungan terjadi kerusakart
permukaan jalan pa..da lokasi pen:mahan atau
perurukiman q': "'--

b. Kualitas Permukaart
Jalan Lingkungarr

Masyarakat pada lokasi perurnahan dan permukiman
tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas
tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa

3.
KONDISI

PEI{YPDIAAN AIR
UINUU

a. Ketidaktersediaarr
Akses Aman Air Minum

Kebutuhan air minum masya.rakat pada lokasi
perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal
sebanyak 6O liter/ orang/ hari

b. Tidak Terpenuhinya
Kebutuhan Air Minum

Jaringan drainase lingkungan tidak mrmpu mengalirkan
limpasan air sehingga menimbu-lkan Senangan dengan
tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi
lebih dari 2 kali setahun

LINGKI'NGAN

a. Ketidakmanrpuart
Mengalirkan Limpasan

Air

Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada

lingkungan perumahan atau p€rmukiman, yaitu saluran
tersier dan/atau saluran lokal

Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan
saluran pada hirarki di atasnva sehingga menyebabkart
ah tidak dapat mengalil dan menimbulkan genangan

>51')
Iing

irSt
ling

loOo/o area memiliki kualitas permukaan

buruk
;.Ita irr;.ririnin 

-r( 
iiariG 

-pdtri 
n-dn- jnd;

; ;"="- ;;iniliii -i ililid; pdni nia;;-ind;

populasi tidak dapat
aman

anr

populasi tidak a;i,ai il;Aali$3-"ii ;ini,;
I

:uDan

5oolo populasi tidak dapat mengakses air minum
iman

terpenuhi kebutuhan

?.5olo area tidak terlayani oleh jaringan jalan
rngan
, Sii;2. i''"d ti,iaia Gii,tain-;Lthj-.'fi-s{inlA:*i 

- - - - -

*rnSan

n minimalnya-?5%Fpir6;itia-aki;;b6ii,-i-ii.ri"iuii"'-"il----

n minimaln]'a
sitT; 

-p.ipiG-"i 
tia-ak i;;F;iin- i<;6;ilti il.il - - - -

n minimdnl'a

D76,:
yal r-idi.
yar-it3;,
yar l

> 25c
yar,

>76v
mit-iriiu

mi:-i)3
mi:

>76'
>)-t5i,

2::-irs.
2x

a-rea terjadi getlangan >3Ocm, > 2 jam 631

setahun
7-s-"7;;;;-i;ifi alsiiln-da;i;-3-d;tri;;tF;.ia;i;

tahun

"1:_T:?-99*-Tl drainase lingkungan
?sid;AtiAaiii;;seadaiil;se-iinsi<rinaari----

looo/o drainase lingkungan tidak terhubung
n hirarki di atasnya
zs;7"ii'iri'1ii;-f n-rt"i.;;-nildk-;..h;dfiA-----

n hilarki di ata.snya

,

I

ta
I

-' !t

tahun

5O"/o area tidak tersedia drainase lingkungan

INDtKAaoIt t)
t:
.i

LINGKI'NGAN ketentuan teknis

4.

b.
Drainase >2s

der

Perkotaan
der
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D25o/o - 509o drainase llngkungan tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya I

d. fidak Terpeliharanya
Drainase

Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase
D76o/o - looo/o area memiliki drainase lingkungan yang

kotor dan berbau Wawancara,
Format Isian,

Peta RIS,

Observasi

ungrfl,rngan trm(la loKasr Ircr-ullalar auu ltr
baik:

) pemeliharaan rutin; dan/atau
) pemeliharaan berkala

D51o/o - 75Vo atea memiliki drainase lingkungan yang

kotor dan berbau
e

l25o/o - 50plo area memiliki drainase lingkungan yang

kotor dan berbau
I

e. Kualitas Konstruksi
Drainase

D76o/o - looo/o area memiliki kualitas kontrsuksi
drainase lingkungan buruk

5
Wawancara,
Format Isian,

Peta RIS,

Observasi

tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun
karena telah terjadi kerusakart

>5f% - 75o/o srea memiliki kualitas kontrsuksi drainase
lingkungan buruk

D25o/o - 5@/o area memiliki kualitas kontrsuksi drainase
lingkungan buruk

I

5.
KONDISI

PENGELOLAAN AIR
LIMBAH

Pengelolaan air limbah pada lokasi penrmahan atau
b76o/o - lOOo/o area memiliki sistem air limbah yang tidak

sesuai standa.r telrds Wawancara,
Format Isian,

Peta. RIS,

Observasi

a. Dlsfem rerrSeroraaJl

Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis

IErU|.KU4I UU6 USU|-|J! srsLcu J4rts, ueuauar Jaru
kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik

D5l7o - 75Vo area memiliki sistem air limbah yang tidak
sesuai standar teknis

3

terpusat.
D25o/o - 5Oolo area memi.liki sistem air lirrrbah yang tidak

sesuai stardar teknis
I

b. Prasaranadan Sarana
Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah
pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:

)760/o - lOoo/o area memiliki sarpnas air limbah tidak
sesuai persya-ratan telsris Wawancara,

Format Isian,
Peta RIS,

Observasi

Pengelolaan Air Limbah
Tidak Sesuai dengan
Persyaratan Teknis

) kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki
seprik;

> tida-k tersedian]a sistem pengolahan limbah
setempat atau terpusat

>519/o - 7So/o area memiliki sarpras air limbah tidak
sesuai persyaratan teknis

b25o/o - 5Oo/o area memiliki s€rrpras air limbah tidak
s€suai peryaratan teknis

I

6.
KONDISI

PENGELOLAAN
PERSAUPAHAN

a. Prasarana dan Sarana

Persampahan Tidak
Sesuai dengan

Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi
perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan

D76o/o - lOO7o area memiliki sarpras pengelolaan
persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Wawancara"
Format Isian,

Peta RIS,

Obsewasi

persya-ratan teknis, yaitu:
> tempat sampatr dengan pemiLahan sampah pada

skala domestik atau rumah tangga;
> tempat pengumpulan sampah OPS) atau TPS 3R

(redue, reuse, recyclel pada skala lingkungan;
) gerobak 5ampah dan/atau truk sampah pada skala

lingkungan; dart
> tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada

D5lo/o - 75o/o area memiliki sarpras pengelolaan

T:T:1T rr: :iI .T:.T::y_ r:Lr* ::T:

Y25o/o - 5@/o area memiliki sa.rpras pengelolaan
persampahan yang tidak memenuhi persya-ratan teknis

3

I

.. KRITPRTA ].
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)Kepadatan Penduduk pada L,okasi sebesar >4OO

Jiwar/Ha

rl al

I(RITERIA IFftltt{AT$R

sl(ala llngkungan.

b. Sistem Pengelolaan
Persampahan yang

Teknis

Pengelolaan persampalran pada lingkungan perumahan
atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

) pewadahan dan pemilahan domestik;

) pengangkutan lingkungan;
) pengolahan lingkungan

D76o/o - looo/o area memiliki sistem persampahan tidak
sesuai standar 5

Wawancara,
Format Isian,

Feta RIS,

Observasi

>519/0 - 75oh arf.€ memiliki sistem persampahan tidak
sesuai standar 3

D25o/o - 5@/o area memiliki sistem persqmpghan tidak
sesuai standar I

c. Tidakterpeliharanya
Tidak rlilgkrrkgnnvq mmeliharaan P l6u/o - lQOulo a.r€.a memiliki sarpras persqmpa|an yang

tidak terpelihara
q

Wawancara,
Format Isian,

Feta RIS,

Observasi

pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau
permukiman, baik:

D pemeliharaan mtin; dan/atau
) pemeliharaan berkala

Pengelolaan
Persampahan

)> t L"/o - I5"/o srea memiliki sarpras persampahan yang
tidak terpelihara 3

D25o/o - 5Oolo area memiliki sarpras persampahan yang
tidak terpelihara I

7.
XONDISI PROTEKS

XEBAXARAN

a. Ketidaldersediaan
Prasarana Proteksi

Kebakaran

'rtoax tersedianya prasarana prot€ksi kebakaran pada
lokasi, yaitu:

) pasokan air;
) jalan lingkungan;
> sanana komunikasi:
i data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan
) bangunan pos kebakaran

D76o/o - IOO%o area tidak memiliki prasarana proteksi
kebakararr 5

Wawancara,
Format Isian,

Pera RIS,

Observasi

P 5 lolo - 7 5o/o area tidak memiliki prasarana proGksi
kebal<aran 3

D25o/o - 50olo area tidak memiliki prasarana proteksi
kebakaran I

b. Ketidaktersediaan
Sarana Proteksi

Kebakararr

Tidak tersedianya sarana proteksi kebakar.an pada lokasi,
)'aitu:

) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
) nobil pompa;
) mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
) peralatan pendukr,rng lainnya

P ll>"/o - IOU"/o area Udak memi.liki sarana proteksi
kebakaran Wawancara,

Format lsian,
Peta RIS,

Observasi

D 5lo/o - 75o/o arez tidak memiliki sarana Droteksi
kebaka.ran

>25oh - 5@o area tidak memiliki safana proteksi
kebakaran I

B. IDENTIFIKASI PERTIUBANGAN LAIN

a. Nilai Strategis Lokasi

trertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman
pada:

i fungsi strategis kabupaten/kota; atau
) bukan fungsi strategis kabupaten/kota

)l,okasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota wawancara,
Format Isian,>lrl(asr trdak terletak pada fungsi strategis

kabupaten/kota I

LAIN Observasi

b. Kependudukan .

Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi
perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

) rendahyaitu kepadatan penduduk di bawah lS0

wawancara,
Format Isian,

Statistik,
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) sedang yaitu kepadatan penduduk antara lsf - 2OO
jiwa/ha;

> tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 20 I - 4OO

jiwa/ha;
) sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 4OO

jiwa/ha;

>Kepadatan Penduduk pa.da L,okasi sebesar >2O0

Jiwa/Ha
-t 

K;i,;ra;tan- i,;;ailAuii -dd;-L;id;i 3;#;ai-is I : ,oti - -

Jiwa/Ha
-t Gild;i.,il,- *;ai,duii iliA;6-rd;i s;t[i*ii . iEtit 

- - - - - - -

Jiwa/Ha

pertimbangan juml'ah masyarakat b€rpendapatan rendah
pada lokasi perumahan atau permukiman

lOOTo dari j rmlah penduduk
jumlah penduduk

Wawancara,
Format IsiAn,

Statistik,
ObservasiD25o/o - 5@/o dari jrrmlah penduduk

c. Kondisi Sosial,
Ekonomi, dan Budaya

Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan
atau permukiman berupa:

) potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masya.rakat
dalam mendukung pembangunan;

) potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi
tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat
setempat;

> potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat

DLokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya
untuk dikembangkan atau dipelihara

Dlokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan
budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara

Wawancara,
Format Isian,

Observasi

C. IDENTIFIXASI LBGALITAS LATIAN

8.
LEIOALITAS LAIIAN

l' Kejelasan Status
Penguasaan la.han

Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
) kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen

sertifikat hal< atas tanah atau bentuk dokumen
keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

) kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat),
dengan bukti izin pemanfaatan tenah dari pemegang
hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk
perjanjian tertulis anta-ra pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dengan

D Keseluruhar lokasi memiliki kejelasan status
penguasaan lahan, baik milik sendiri atau mitk pihak
lain't 
S;ba-sian- ;-tari 

-li;Giilirtiil 
i"i.-a=i- rid;l( m;iliiilii " -

kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri
atau milik pihak lain

(+)

Wawancara,
Format Isian,

Dokumen
Pertanahan,
Observasi

(-)

2. Kesesuaian RTR

Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana
tgta nrens IRTR) denoan hrrkti tzin Mendiilkan Rqnorrr

DKeseluruhan lokasi berada pada zona penurtukan
perumahan/ permukiman sesuai RTR

(+)
Wa*'alcana,
Format Isian,
RTRW, RDTR,

Observasi
atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).

)Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada
zona peruntu kan peru mahan/ perm ukiman sesuai RTR

(-)

at
.a

I

INT}IKATOR $vryER
UATA

Observasi

3

I

c. Masyarakat
5

3

I

5

I



TABEL FORMULA HASIL PENILAIAN
PENENTUAN KLASTFII(AsI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

Kecamatan
Kelurahan/Desa
Llngkungan/Ducurr
RT/RW

Kondisi Kekrrrnuhan
7:-93 Kun:r.l: Bsrat X X X X X

45-:O Kurnlrf- S ede.:rg X X X X X X

'_9 - +4 Kturrr.rh Rir-gar X X .\ X

Pertirrrbangan Laiu
:a X X X K

I - Ii Fe:tirubar:g*r- Lair- S eda::.S X X X X

:-8 Pe:tirrrbar: gar. Lair: R<r:d a.L- X X

Legalitas Lahan
St.r:'-: s laha.r: Leeal X X X X x x

:-l Sta:;s lahar: ljsak - +ae-l X X x X X X

rIISI
BENIIAIT}AI Elilrutrl(i TttAl{ ELASIFII(ASI

Il1 Ae AS A445 frS B1 S2 ES 84 B5 E6 gl ca c$ gr c5 c6

Pe rtinrbar e:ar- L air- I i:r e s i



I{EIERANGAN 18 IDELAPAN BELIISI KEMUNGIIINAN KLASIFIKASI

PERUMATIAN KUMUH DAN PERMUISMAN KUMUH

1. Al merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

2. A2 merupatan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;

5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

6. 46 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak lega-l;

7. gtl merupakan lokasi kumuh sedang, denga-n pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

8. 82 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinegi, dan status lahan tidak legal;

9. p33 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

10. 614 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak lega1;

1 1. 85 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

12. 86 merupatan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;

13. Cl merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

16. C4 merupalan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidal legal;

lZ. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

lv
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SITALA PRIORITAS PEITAITGANAIT

Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan 42;

Prioritas 2 yattu untuk klasifikasi E|l dan 82;

Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;

Prioritas 4 yaitu untuk klasilikasi A3 dan A'4;

Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi 83 dan 84;

Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;

Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;

Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi 85 dan 86;

Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

BUPATI PARIGI MOUTONG,

A"/ \l - ^.-lr \YWrya!-\ -/-
SAMSUF,IZAL TOMBOLOTUTU

t..'ii.'iF:.:l: . f :.t,,*,i-
^--.-;1-!-"..,....{ _ | t_
ASi,:-i iJ.r { }

LABA3 ti:iJd I r.::ii) It
l{;Pn LA. S..,ii..t I t."..:.,r '";1, i-;:-

-*:-__.-.: -. I t.
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LAIUPIRAN III PERATURAN DA"ERAH I(ABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR I l
TANGGAL: tg 0€{€ug6R A06
TEI{TANG: PENCECIAHAN DAN PENIITGKATAN KUALITAs PERUMAIIAN KUMUH DAIT PERMUKIMAN KUM'H

FORMATKELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
III. I. FORMATKEPUTUSAN KEPALA DAERAH

BUPATI PARIGI MOUTONG

PROVINSISUI"AWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : ...........................

TENTANG

PENETAPANLOKASIPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DIKABUPATEN PARIGI MOUTONG

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir danbatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang
merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagai
salai satu upaya membangun manusia Indonesia



seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

bahwa adanya urbanisasi dan perkembangan
pembangunan Daerah yang kurang memperhatikan
keseimbangan bagi kepentingan masyarakat
berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan
masyarakat untuk memperoleh rumah yang layat
dan teq'angkau;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
ayat (3) dan 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman:

baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, b dan c maka perlu dibentuk
KeputusanBupati tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undaag Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 20 1 1 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

lviii

b.

Mengingat: 1.

d.
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+-

5.

6.

lNomor 5188); tr

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 trtentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone sia Nomor 5234); !
Peraturan Menteri Pekery'aan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor .../PKl/M/2O15
tentang Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh (Berita Negara Republik
Indonesia taltun...Nomor....)

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor......Tahun.....tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh (Lembaral Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun.....Nomor.....; Tamba-han
Lembaran Darah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor......);

MEMUTUSKAN: N

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR......TAHUN......TENTANG PENETAPAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATENPARIGI MOUTONG

Menetapkan



tx

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Lokasi PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman
dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinegi, dan
kualitas bangunan serta sa-rana dan prasarana
yalg tidak memenuhi syarat;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh ditetapkan berdasarkal hasil pendataan
yalg dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyarakat menggunakan
Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
.../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh Darr Permukiman
Kumuh di Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan
sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten, yang merupakaa komitmen Pemerintah
Daerai dalam mendukung Program Nasional
Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam
hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh
Kumuh di Kabupaten Parigi

Dan Permukiman
Moutong meliputi



lxi

sejumlah ... (terbilong .........1 lokasi,
(terbilang .........) kecamatan, dengan
sebesar ... (terbilang.........) hektar;

Penjabaran mengenai Daftar Lokasi

di ...
luas total

PerumahanKELIMA

KEENAM

Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
Parigi Moutong dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Parigi Moutong
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Pa-rigi Moutong dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran
tersebut merupakan bagran yalg tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini;

Berdasarkan Penetapa-n Lokasi Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Parigi
Moutong ini, mal<a Pemerinta,h Daerah
berkomitmen untuk untuk melaksanakan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh secara tuntas dal
berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan
daerah dalam bidang perumaian dan permukiman,
bersama-sama Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah:



KETUJUH : Keputusa-n ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : .... ................... ..

BUPATI PARIGI MOUTONG

TTD

(SAMSURTZAL TOMBOLOTUTU)

.i
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TABEL AEBARAX PER,UIAHAI{ KI'[I'H DAIT PERUUI|IUAX KUMUH DI KAAUPATDIf PARIGI UOUTOI|G

PENANGANAN

No LOKASI KUMUH
TIPOLOGI
KUMUH

LUAS
(Ha)

TINGKAT
KEKUMUHAN

TINGKAT
PERTIMBANGAN

LAIN

STATUS
LAHAN

SKALA
PRIORITAS

a
I
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TOTAL LUAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH



III.3. FORMAT PBTA SEBARAN LOKASI
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BUPATI PARIGI MOUTON(

Qn"et

*-- 
t

SAMSURIZAL TOMBOLOTU
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